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LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No.

Indikator

SubKoordinator Sistem Informasi dan Hubungan
Masyarakat

Support
(Dukungan)

1. Apa yang melatarbelakangi hadirnya penerapan
digitalisasi SIHalal?

2. Menurut Bapak, apa tujuan hadirnya aplikasi
SIHalal?

3. Peraturan manakah yang mendasari penerapan
digitaliasi SIHalal berbasis online?

4. Menurut Bapak apakah ada kendala yang terjadi
dalam penerapan Sistem Informasi Halal?

5. Menurut Bapak, bagaimana peran pimpinan dalam
melaksanakan regulasi yang mengatur layanan
digitalisasi SIHalal?

6. Menurut Bapak, siapa saja stakeholder dalam
penetapan prosedur layanan sertifikasi halal melalui
SlIHalal?

7. Apa saja program BPJPH dalam sertifikasi halal
secara online melalui SI1Halal?

8. Menurut Bapak, apa perbedaan program sertifikasi
halal secara online melalui SIHalal?

9. Menurut Bapak, apa saja upaya sosialisasi yang
telah dilakukan oleh BPJPH kepada masyarakat
dalam layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?

10. Apakah ada pengembangan sistem yang dilakukan

terhadap penerapan digitalisi aplikasi SIHalal?

Capacity
(Kapasitas)

1. Menurut Bapak, bagaimana ketersediaan sumber
daya finansial (anggaran) untuk layanan sertifikasi

halal secara online?
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Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang
dalam operasional layanan sertifikasi halal?

Menurut Bapak, bagaimana ketersediaan SDM
(Sumber Daya Manusia) pelaksana layanan
sertifikasi halal secara online melalui aplikasi

SIHalal? Apakah sudah memadai dan mendukung?

. Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai dalam

pelaksanaan layanan secara online melalui aplikasi
SIHalal?

Value (Nilai)

Menurut Bapak, apakah layanan digitalisasi SIHalal
dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari
segi waktu, biaya dan proses?

Menurut Bapak, apakah jumlah pengguna layanan
sertifikasi halal secara online melalui aplikasi
SIHalal ' di wilayah Kota Jakarta Timur setiap
tahunnya mengalami peningkatan?

Menurut Bapak, apakah ada perubahan signifikan
dari sebelum dan sesudah adanya penerapan
digitalisasi melalui aplikasi SlHalal bagi Usaha
Mikro danKecil (UMK)?

Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan
penghambat dalam memverifikasi data para pelaku

usaha secara online?

No.

Indikator

SubKoordinator Bidang Pendaftaran Sertifikasi Halal

Produk Non-Kemasan

Support
(Dukungan)

. Apa yang melatarbelakangi hadirnya penerapan

digitalisasi SIHalal?
Menurut Ibu, apa tujuan hadirnya aplikasi SIHalal?

Menurut I1bu apakah ada kendala yang terjadi dalam
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sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal?

Menurut lbu, bagaimana peran pimpinan dalam
melaksanakan regulasi yang mengatur layanan
digitalisasi SIHalal?

Menurut Ibu, siapa saja stakeholder dalam
penetapan prosedur layanan sertifikasi halal melalui
SlIHalal?

Menurut lbu, bagaimana integrasi dengan instansi
terkait dengan penerapan SlHalal?

Menurut Ibu,apa perbedaan program sertifikasi
halal secara online melalui SIHalal?

Menurut Ibu, apa saja upaya sosialisasi yang telah
dilakukan oleh BPJPH kepada masyarakat dalam
layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?

Capacity
(Kapasitas)

Menurut Ibu, bagaimana ketersediaan sumber daya
finansial (anggaran) untuk layanan sertifikasi halal
secara online?

Bagaimana Kketersediaan infrastruktur penunjang
dalam operasional layanan sertifikasi halal?
Menurut 1bu, bagaimana Kketersediaan SDM
(Sumber Daya Manusia) pelaksana layanan
sertifikasi halal secara online melalui aplikasi

SIHalal? Apakah sudah memadai dan mendukung?

. Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai dalam

pelaksanaan layanan secara online melalui aplikasi
SIHalal?

Value (Nilai)

Menurut Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal
dalam memverifikasi sudah efektif dan efisien dari
segi waktu, biaya dan proses?

Menurut lbu, apakah jumlah pengguna layanan
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sertifikasi halal secara online melalui aplikasi
SIHalal di wilayah Kota Jakarta Timur setiap
tahunnya mengalami peningkatan?

3. Menurut Ibu, apakah ada perubahan signifikan dari
sebelum dan sesudah adanya penerapan digitalisasi
melalui aplikasi SIHalal bagi Usaha Mikro dan
Kecil (UMK)?

4. Menurut lbu, apa saja faktor pendukung dan
penghambat dalam memverifikasi data para pelaku

usaha secara online?

No.

Indikator

Pengguna layanan aplikasi Sistem Informasi Halal
(SIHalal) di Kota Jakarta Timur

Support
(Dukungan)

1. Darimana Bapak/Ibu mengetahui adanya informasi
tentang | pendaftaran sertifikasi halal melalui
SIHalal?

2. Apa alasan Bapak/lbu memilih mendaftar secara
online melalui SIHalal?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan SIHalal sudah
tepat sasarannya yaitu untuk mendekatkan
pelayanan elektronik kepada masyarakat?

4. Menurut Bapak/lbu, apakah ada sosialisasi tentang
layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh
instansi terkait?

5. Apakah prosedur dan mekanisme program
sertifikasi halal secara online mudah dipahami

penggunaannya?

Capacity
(Kapasitas)

1. Menurut Bapak/lbu, apakah fasilitas prasarana
yang disediakan oleh BPJPH Jakarta Timur dalam

layanan sertifikasi halal sudah memadai?
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Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai yang bertugas
sudah  berkompeten dan cermat  dalam
memverifikasi data produk terkait layanan
digitaliasi melalui aplikasi SIHalal?

Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai yang bertugas

sudah melayani dengan sikap ramah dan sopan?

Value (Nilai)

Menurut Bapak/lbu, apakah layanan digitalisasi
SIHalal dalam memverifikasi sudah efektif dan

efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

. Bagaimana tanggapan Bapak/lbu dengan adanya

ketentuan persyaratan dalam sertifikasi halal secara

online melalui SIHalal?

. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendukung dan

penghambat dalam layanan sertifikasi halal secara
online melalui aplikasi SIHalal?

Menurut Bapak/lbu, apa masukan untuk BPJPH
dalam.memperbaiki layanan sertifikasi halal secara
online melalui SIHalal?
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LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA |

Informan Penelitian SubKoordinator Sistem Informasi
dan Hubungan Masyarakat

Bapak Nurhan

Hari/Tanggal Rabu, 7 Desember 2022

A : Peneliti

B : Informan

A : Apa yang melatarbelakangi hadirnya penerapan digitalisasi SIHalal?

B : Yang melatarbelakngi hadirnya penerapan digitalisasi SIHalal ini yaitu dalam
ini BPJPH merupakan layanan publik untuk pengajuan sertifikasi halal bagi
pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Dengan diterapkannya
SIHalal ini pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor BPJPH untuk pengajuan
sertifikasi halal. Dalam hal ini BPJPH sebagai tempat layanan publik harus cepat,
tepat, dan juga akurat. Diterapkan layanan elektronik atau digitalisasi supaya
prosesnya juga cepat dan terintegrasi adalah point utamanya karena layanan
publik untuk memberikan kepastian layanan sertifikasi halal kepada masyarakat
layanannya itu harus bisa terukur dan dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan

akurat.

A : Menurut Bapak, apa tujuan hadirnya aplikasi SIHalal?

B : SIHalal merupakan aplikasi utama yang digunakan untuk mengajukan
permohonan sertifikasi halal. Jadi, tujuan hadirnya aplikasi SIHalal untuk
memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam

pengajuan sertifikasi halal.

A : Peraturan manakah yang mendasari penerapan digitaliasi SIHalal berbasis
online?
B : Yaitu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 148 bahwa

sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik
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yang terintegrasi. Jadi amanatnya bahwa proses sertifikasi halal dilakukan secara
elektronik tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal

A : Menurut Bapak apakah ada kendala yang terjadi dalam penerapan Sistem
Informasi Halal?

B : Ya awal-awal memang ada kendala yang pertama yaitu dari sisi pengguna
aplikasi SIHalal, pengguna itu sendiri kebanyakan dari pelaku usaha yang latar
belakang pendidikan, sosial dan ekonomi berbeda beda yang mana kebanyakan
literasi digitalnya masih kurang. Misalnya ada yang belum mengetahui bagaimana
cara membuat akun, bagaimana cara pengajuan sertifikasi halal dengan begitu
perlu kita sosialisasikan lebih lanjut karna itu kendalanya kebanyakan pada

pengguna yang belum mengerti.

A : Menurut Bapak, bagaimana peran pimpinan dalam melaksanakan regulasi
yang mengatur layanan digitalisasi SIHalal?

B : Peran pimpinan tentunya Sangat mendukung sekali untuk bisa
diimplementasikannya regulasi-regulasi terkait dengan penyelenggaran jaminan
produk halal yang diterapkan. Terutama dalam hal pengajuan permohonan
sertifikasi halal supaya lebih mudah, lebih cepat dan juga prosesnya terintegrasi
dengan baik.

A : Menurut Bapak, siapa saja stakeholder dalam penetapan prosedur layanan
sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Ada 3 aktor untuk proses pengajuan sertifikasi halal yang pertama yaitu
BPJPH yang mana tugasnya sebagai regulator dan juga menerima layanan
permohonan sertifikat halal secara administratif, kedua Lembaga Pemeriksa Halal
(LPH) yang tugasnya melakukan pemeriksaan kehalalan produk, dan yang ketiga
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tugasnya menetapkan kehalalan produk
berdasarkan ketentuan syariatnya. Dapat dikatakan 3 aktor inilah yang berperan
dalam hal penyelenggaraan pengajuan sertifikasi halal, ke tiga aktor tersebut

saling terkait dan saling terintegrasi.
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A : Apa saja program BPJPH dalam sertifikasi halal secara online melalui
SIHalal?

B : BPJPH memiliki program sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self
declare. Adapun untuk taun 2022 ini ada kuota untuk pengajuan sertifikat halal
yang pertama itu ada 25.000 kuota, yang kedua ada 324.834 kuota, dan yang
ketiga 10.000 kuota maka totalnya 349.834 kuota. Dapat dikatakan bahwa
program tersebut untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam

mendapatkan sertifikat halal gratis.

A : Menurut Bapak, apa perbedaan program sertifikasi halal secara online melalui
SIHalal?

B : Mekanisme pengajuan sertifikasi halal itu ada 2 perbedaan yaitu regular dan
self declare. Yang regular sendiri ada 2 jalur yaitu jalur mandiri dan fasilitasi,
perbedaannya kalau mandiri dibiayai sendiri oleh pelaku usaha sedangkan yang
fasilitasi dibiayai oleh kantor atau fasilitatornya misalnya dari kementerian atau
lembaga. Kemudian perbedaan antara regular dengan self declare yaitu dari
kriteria jenis produknya. Jenis produk yang masuk self declare yang pasti

bahannya sudah halal serta prosesnya halal dan sederhana.

A : Menurut Bapak, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPJPH
kepada masyarakat dalam layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Tentunya BPJPH melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan program
sertifikasi halal regular maupun yang self declare atau gratis. Sosialisasinya itu
menggunakan media sosialnya BPJPH ada Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok,
dan Website. Kemudian juga ada kerjasama dengan beberapa media mainstream
misalnya media online detik.com. media Indonesia dan juga radio Sonora kita

sudah melakukan untuk mensosialisasikan program-program BPJPH.

A : Apakah ada pengembangan sistem yang dilakukan terhadap penerapan
digitalisi aplikasi SIHalal?
B : Tentunya sistem terus melakukan evaluasi untuk mempercepat dan

mempermudah penggunaan dari pelaku usaha dan juga BPJPH terus melakukan
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perbaikan pengembangan dari sisi sistem terutama kita berencana dan sedang
melakukan pengembangan perubahan dari yang sebelumnya mongolitik ke

microservice kita

A : Menurut Bapak, bagaimana ketersediaan sumber daya finansial (anggaran)
untuk layanan sertifikasi halal secara online?

B : Terkait dengan dukungan anggaran mengenai pengembangan sistem sudah
cukup dan untuk ketersediaan anggaran fasilitasi juga sudah dianggarkan dari
APBN dan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH yang anggarannya itu sudah

disediakan

A : Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang dalam operasional layanan
sertifikasi halal?

B : Infrastruktur penunjang inikan kalo kita lihat bisa jadi yang paling mendasar
yaitu dari sisi server untuk sistem yang mana storage dan CPU sudah mencukupi
dan juga tahun depan BPJPH akan tingkatkan lagi

A : Menurut Bapak, bagaimana ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia)
pelaksana layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal? Apakah
sudah memadai dan mendukung?

B : Untuk SDM dukungan dalam sistemnya selain mengandalkan pegawai BPJPH
yang terbatas jadi kami merekrut dari non pns juga yang kami kontrak dan juga
tim maintenance yang mendukung operasional dalam pelayanan sertfikasi halal,

pada saat ini masih mencukupi

A : Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai dalam pelaksanaan layanan
secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Sebetulnya kalau pelatihan ini secara formal tidak ada akan tetapi BPJPH terus
mengupgrade terkait dengan regulasi dan proses bisnis serta selalu update
informasi akan tetapi kalau pelatihan memang belum ada

A : Menurut Bapak, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi

sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?
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B : BPJPH ingin melakukan otomatisasi terutama untuk verifikasi, saat ini
memang belum dilakukan dengan otomatisasi penuh jadi masih membutuhkan
tenaga verifikator kemudian masih membutuhkan waktu yang cukup panjang dan
lama yang mana tentunya berefek pada biaya. Selain itu untuk pengembangan
kedepannya dengan sistem otomatisasi itu diharapkan untuk verifikasi pengajuan
sertifikasi halal lebih cepat dan lebih efektif serta lebih murah

A : Menurut Bapak, apakah jumlah pengguna layanan sertifikasi halal secara
online melalui aplikasi SIHalal di wilayah Kota Jakarta Timur setiap tahunnya
mengalami peningkatan?

B : Tentunya dengan adanya program sertifikasi halal gratis dimana semua pelaku
usaha dari seluruh Indonesia yang bisa masuk dalam kriteria self declare dalam
hal ini BPJPH meminta untuk segera mendaftar. Tahun 2022 cukup signifikan
peningkatannya karena kuotanya cukup banyak dibanding di tahun 2021 maka
pengguna dari SlHalal bukan hanya pelaku usaha saja tetapi termasuk juga
pendamping proses produk halal kemudian lembaga pendamping proses produk

halal dan lembaga pemeriksa produk halal

A : Menurut Bapak, apakah ada perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah
adanya penerapan digitalisasi melalui aplikasi SiHalal bagi Usaha Mikro dan
Kecil (UMK)?

B : Sebelum adanya digitalisasi pelaku usaha repot dalam mengajukan
permohonan sertifikasi halal dalam pembuatan dokumen, pengajuan, dan harus
email yang mana masih menggunakan secara manual. Dengan adanya digitalisasi
dan elektronisasi maka pelaku usaha bisa mengajukan permohonan sertifikasi

halal dari mana saja kapan saja karena bisa online

A : Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
memverifikasi data para pelaku usaha secara online?

B : Faktor pendukung yang digunakan untuk verifikasi data secara online tentunya
yang pertama antrian dari pelaku usaha dimana data bahan atau data produk

kemudian proses produk halal menjadi faktor penentu dalam verifikasi apakah
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dari sisi bahan itu sudah sesuai dan sudah masuk kriteria atau tidak dari sisi foto
produknya juga apakah sudah ada dari sisi proses produk halal apakah diceritakan
alur prosesnya secara detail. Faktor penghambatnya yaitu dari pelaku usaha dalam
pengajuannya seperti dari tidak adanya foto produk dari pelaku usaha yang tidak
ada dan lengkap yang mana dapat menghambat proses sertifikasi dan harus

dikembalikan lagi ke pelaku usaha untuk dilengkapi.
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LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA 11

Informan Penelitian SubKoordinator Bidang Pendaftaran
Sertifikasi Halal Produk Non-
Kemasan
Ibu Gina
Hari/Tanggal Jumat, 16 Desember 2022
A : Peneliti
B : Informan

A : Apa yang melatarbelakangi hadirnya penerapan digitalisasi SIHalal?

B : Yang melatarbelakangi penerapan SlHalal yaitu dengan Sistem jaminan
produk halal dimana sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak yang
terlebih untuk layanan sertifikasi halal dalam layanannya terdiri dari 3 aktor
dimana proses yang paling efektif dan paling efisien sebagaimana ketentuan
dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 yang paling efektif yaitu menggunakan sistem
informasi yang terintegrasi kemudian dikuatkan pada pasal 233 Peraturan Menteri
Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan JPH secara elektronik
dengan menggunakan sistem informasi manajemen jaminan produk halal yang

selanjutnya disebut dengan SIHalal

A : Menurut Ibu, apa tujuan hadirnya aplikasi SIHalal?
B : Tujuan hadirnya aplikasi SIHalal yaitu untuk memudahkan semua pihak
dalam menjalankan fungsinya masing-masing dan untuk mengontrol setiap

aktivitas dari setiap aktor atau pemakainya

A : Menurut Ibu apakah ada kendala yang terjadi dalam sertifikasi halal melalui
aplikasi SIHalal?

B : Kendalanya perlu adanya proses integrasi dan kemudian SIHalal baru
dijalankan di agustus tahun 2021 jadi sampai saat ini masih terus berkembang
sesuai proses bisnis layanan sertifikasi halal. Pastinya untuk penggunaan SiHalal
juga saat ini terus berkembang seperti untuk fitur-fitur menunya. Selain itu,

dengan penggunaan digital terkait jaringan internet yang lemot contohnya pada
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daerah timur yang internetnya tidak stabil dan tidak banyak pilihan untuk jaringan
providernya serta kurangnya pemahaman pengguna untuk menggunakan SiHalal

A : Menurut Ibu, bagaimana peran pimpinan dalam melaksanakan regulasi yang
mengatur layanan digitalisasi SIHalal?

B : Kepala Badan mendukung sekali pengajuan sertifikasi halal yang sebelumnya
manual menjadi digital. Dalam hal ini tentunya menjadi sebuah kebijakan
pimpinan untuk menyegerakan semua aspek layanan di BPJPH ini menggunakan

platform digital

A : Menurut lbu, siapa saja stakeholder dalam penetapan prosedur layanan
sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Dalam hal ini layanan sertifikasi halal memiliki 2 skema yaitu ada skema
regular dan self declare untuk yang reguler stakeholdernya yakni selain pelaku
usaha ada 3 aktor yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Sedangkan untuk self declare ada
BPJPH, lembaga pendamping proses produk halal (LP3H), dan MUI

A : Menurut Ibu, bagaimana integrasi dengan instansi terkait dengan penerapan
SlIHalal?

B : Untuk saat ini integrasi baru dilakukan dengan platform
Kementerian/Lembaga, seperti dengan Online Single Submission (OSS), Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Balai Sertifikat Elektronik (BSRE)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

A : Menurut Ibu,apa perbedaan program sertifikasi halal secara online melalui
SIHalal?

B : Skemanya untuk reguler melalui proses pemeriksaan olen LPH sedangkan
untuk self declare dilakukan oleh pendamping PPH itu perbedannya. Perbedaan
lain adalah untuk skema self declare yang mana proses pengajuan sertifikasi halal
diajukan khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan syarat
memenuhi kriteria dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor
20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Sedangkan reguler pengajuan sertifikasi halal untuk skala yang besar atau UMKM
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A : Menurut Ibu, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPJPH
kepada masyarakat dalam layanan sertifikasi halal melalui SIHalal?

B : Sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui media sosial, sosialisasi dengan
sinergi atau kolaborasi dengan pihak lain seperti kementerian/lembaga terkait,
dengan pemerintah daerah atau pemprov melalui dinas-dinas, kemudian melalui
ecommerce yang mana BPJPH pernah mengadakan pembinaan bersama. Selain
itu pembinaan tersebut juga dilakukan melalui satgas layanan JPH yang ada di

provinsi

A : Menurut Ibu, bagaimana ketersediaan sumber daya finansial (anggaran) untuk
layanan sertifikasi halal secara online?
B : Ketersediaan anggaran sudah cukup besar untuk layanan sertifikasi halal

secara online.

A : Bagaimana ketersediaan infrastruktur penunjang dalam operasional layanan
sertifikasi halal?
B : Ketersediaan infrastruktur penunjang tentunya sudah cukup memadai seperti

komputer, laptop, printer dan alat-alat-penunjang dalam sertifikasi halal

A : Menurut lbu, bagaimana ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia)
pelaksana layanan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal? Apakah
sudah memadai dan mendukung?

B : Untuk ketersediaan SDM dimana pelaksanaan verifikasi masih menggunakan
proses pemeriksaan yang dilakukan secara manual, dalam hal ini BPJPH
membutuhkan tenaga SDM yang lebih agar proses sertifikasi halal berjalan
dengan cepat. Oleh karena itu pihak BPJPH merekrut tenaga SDM lain yaitu ada
tenaga musiman/kontrak, dan mahasiswa magang untuk membantu proses
verifikasi dari dokumen pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal baik
reguler maupun self declare. Akan tetapi walaupun sudah merekrut SDM lain
masih terdapat kendala dalam proses memverifikasi yaitu dapat dilihat dengan
kuota pendaftaran yang diterima sangat banyak dapat dikatakan masih belum

seimbang yang berakibat dokumen-dokumen dari pelaku usaha overload
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dikarenakan masih kurangnya SDM dan kuota pendaftaran pengajuan sertifikasi
halal terus meningkat

A : Apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai dalam pelaksanaan layanan
secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Terkait hal itu pastinya ada pelatihan untuk pegawai dalam pelaksanaan
sertifikasi secara online melalui SIHalal walaupun penerapan digitalisasi tersebut

terus berkembang

A : Menurut Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah
efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : Sebetulnya secara sistem sudah bagus tetapi jika dilihat dari outputnya yang
dimaksud output disini yaitu laporan data pelaku usaha yang di validasi
pendamping proses produk halal (PPH) yang mana BPJPH masih perlu
meningkatkan pemahaman pendamping terkait bagaimana proses verifikasi
validasi termasuk bagaimana tata cara mereka memenuhi pelaporan hasil
verifikasi validasi proses produk halal dari pelaku usaha dalam pengajuan

sertifikasi halal melalui SIHalal

A : Menurut lbu, apakah jumlah pengguna layanan sertifikasi halal secara online
melalui aplikasi SIHalal di wilayah Kota Jakarta Timur setiap tahunnya
mengalami peningkatan?

B : Untuk wilayah Jakarta Timur pastinya mengalami peningkatan yang mana
Kota Jakarta mempunyai fasilitasi sertifikasi halal dari dinas, tahun 2021 fasilitasi
terpusat di dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
(PPKUKM) dengan jumlah 1000 kuota. Sedangkan tahun 2022 ini ada 5000 kuota
dalam pengajuan sertifikasi halal dan juga pendaftarannya dibagi di setiap suku
dinas dan Jakarta timur menyediakan 1000 kuota yang mana di setiap suku dinas
menyediakan 1000 kuota

A : Menurut lbu, apakah ada perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah
adanya penerapan digitalisasi melalui aplikasi SIHalal bagi Usaha Mikro dan
Kecil (UMK)?
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B : Sebelumnya tahun 2020 itu dilakukan secara manual dimana dalam
mengkontrol data dari pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal masih
mengalami kesulitan perihal ketersediaan data yang masuk secara manual. Dalam
hal ini untuk mencari data pengajuan yang sudah keluar sertifikat halalnya masih
terdapat kendala karena masih menggunakan sistem secara manual atau hardcopy
berupa dokumen-dokumen yang belum tahu berhentinya dimana. Namun, ketika
sudah berubah menjadi sistem online memudahkan BPJPH untuk bisa melihat

progres data dari proses pengajuan sertifikasi halal dari para pelaku usaha

A : Menurut Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
memverifikasi data para pelaku usaha secara online?

B : Faktor pendukungnya yaitu dilihat dari jumlah SDM, pemahaman SDM,
Sistem yang terus berkembang, ketersediaan internet atau jaringan, dan
pembagian beban kerja verifikasi. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya SDM
yang mana dalam memverifikasi data produk yang didaftarkan sudah pasti banyak
dan menumpuk. Kemudian kurangnya pemahaman pada verifikator sehingga
adanya komplen dari pelaku usaha kenapa dokumen yang diajukan atau di
daftarkan dikembalikkan kembali ke pelaku usaha padahal saat pendaftaran sudah
sesuai dengan ketentuan. Selain itu aplikasi SIHalal dengan kondisi internet yang
kurang stabil menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen pendaftaran dimana
yang tadinya punya pencapaian target 100 per hari, ketika SIHalal terjadi error
atau maintenance berpengaruh dengan kestabilan pengguna yang akan masuk ke
aplikasi SIHalal dan mempengaruhi pencapaian target perharinya. Karena BPJPH
ada ketentuan dalam proses verifikasi dokumen dimana dokumen yang sudah di

validasi oleh verifikator harus diselesaikan setelah 1 hari dokumen diterima.
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LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA 111

Informan Penelitian Pengguna layanan aplikasi Sistem
Informasi Halal (SIHalal) di Kota
Jakarta Timur

Bapak Yanuar

Hari/Tanggal Sabtu, 7 Januari 2023

A : Peneliti

B : Informan

A : Darimana Bapak mengetahui adanya informasi tentang pendaftaran sertifikasi
halal melalui SIHalal?
B : Saya mengetahui informasi tentang pengajuan pendaftaran sertifikasi halal

melalui program dari JakPreneur Kecamatan Cipayung

A : Apa alasan Bapak memilih mendaftar secara online melalui S1Halal?
B : Alasan saya dalam pengajuan sertifikasi halal secara online yaitu karena
memudahkan karena bisa diakses ~dimanapun dan kapanpun menggunakan

handphone dan semacamnya

A : Menurut Bapak, apakah layanan SIHalal sudah tepat sasarannya yaitu untuk
mendekatkan pelayanan elektronik kepada masyarakat?

B : Sebagian mungkin belum karena kebanyakan pelaku usaha atau UMKM rata-
rata ada yang umurnya diatas menengah ke atas seperti ada yang umur 50 tahun
dan 60 tahun dimana jika dalam aspek teknologi digitalisasinya masih kurang
memahami atau agak gaptek. Sedangkan kalau pelaku usaha yang umurnya masih
muda atau yang paham akan teknologi digitalisasi tidak terjadi kendala dalam
pengajuan sertifikasi halal. Dapat dikatakan dari program JakPrenuer Kecamatan

Cipayung ini sudah membantu dalam hal pengajuan sertifikasi halal

A : Menurut Bapak, apakah ada sosialisasi tentang layanan sertifikasi halal yang

dilakukan oleh instansi terkait?
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B : Sosialisasi tentang layanan sertifikasi ini pastinya ada sehingga saya bisa
mengikuti pendaftaran dalam pengajuan sertifikasi halal pada produk yang akan
diajukan. Kemudian adanya sosialisasi melalui sosial media seperti diadakan
Zoom, Youtube, dan Website dari BPJPH.

A : Apakah prosedur dan mekanisme program sertifikasi halal secara online
mudah dipahami penggunaannya?

B : Kalau menurut saya dalam prosedur dan mekanisme layanan sertifikasi secara
online ini mudah dipahami. Kemudian data yang saya ajukan sudah sesuai
ketentuan dalam pengajuan sertifikasi halal jadi dalam hal ini tidak ada kendala

terkait dengan prosedur atau persyaratannya

A : Menurut Bapak, apakah fasilitas prasarana yang disediakan oleh BPJPH
Jakarta Timur dalam layanan sertifikasi halal sudah memadai?
B : Menurut saya dalam fasilitas prasarananya sudah memadai seperti adanya
tempat penyuluhan pelatihan atau sosialisasi bagi pelaku usaha

A : Menurut Bapak, apakah pegawai yang bertugas sudah berkompeten dan
cermat dalam memverifikasi data produk terkait layanan digitalisasi melalui
aplikasi SIHalal?

B : Menurut saya dalam bertugas menjalankan layanan digitalisasi pegawai sudah

membantu dan dalam mensosialisasikan sudah berkompenten serta cermat

A : Menurut Bapak, apakah pegawail yang bertugas sudah melayani dengan sikap
ramah dan sopan?
B : Menurut saya sudah ramah dan sopan dalam melayani proses pengajuan

sertifikasi halal

A : Menurut Bapak, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi
sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : Menurut saya sudah sangat efektif dari segi waktu, biaya dan proses dalam
menjalankan atau mendaftarkan sertifikat halal tesebut, namun memang dari

pelaku usaha waktu dalam pengumpulan datanya agak lama karena terkendala
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pada persyaratan untuk pengajuan sertifikat tersebut dikarenakan dokumen yang
diajukan cukup banyak.

A : Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya ketentuan persyaratan dalam
sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Menurut saya untuk persyaratan dalam sertifikat halal secara online tidak ada
masalah dan sulit dalam pengajuannya, apalagi kalau dokumen-dokumen
persyaratannya yang diajukan sudah lengkap lebih mudah dalam melakukan

proses pendaftaran secara online melalui aplikasi SIHalal tersebut.

A : Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam layanan
sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Faktor pendukungnya kalau dari pihak BPJPH membantu sekali pelaku usaha,
jika ada dokumen yang kurang saya ditelpon guna melengkapi dokumen tersebut.
Secara garis besar sangat membantu pelaku usaha dan tidak ada yang dipersulit
terutama dalam penggantian jenis = produk halal. Kemudian kalau faktor
penghambatnya yaitu dalam mencari nomor BPOM atau label dari bahan yang
akan dimasukan ke dalam proses produk halal apakah bahan tersebut sudah

mempunyai nomor sertifikat atau belum

A : Menurut Bapak, apa masukan untuk BPJPH dalam memperbaiki layanan
sertifikasi halal secara online melalui- SiHalal?

B : Menurut saya lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya agar pelaku usaha
mengerti bagaimana ketentuan persyaratan dan alur proses yang benar dalam

pengajuan sertifikasi halal
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LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA IV

Informan Penelitian Pengguna layanan aplikasi Sistem
Informasi Halal (SIHalal) di Kota
Jakarta Timur

Ibu Hernita
Hari/Tanggal Selasa, 3 Januari 2023
A : Peneliti
B : Informan

A : Darimana Ibu mengetahui adanya informasi tentang pendaftaran sertifikasi
halal melalui SIHalal?
B : Saya mengetahui informasi tentang pengajuan pendaftaran sertifikasi halal

melalui program dari JakPreneur Kecamatan Cipayung

A : Apa alasan Ibu memilih mendaftar secara online melalui SIHalal?
B : Alasan saya dalam pengajuan sertifikasi halal secara online yaitu karena dari
program JakPreneur memang secara-online dan juga lebih memudahkan dalam

proses pengajuan sertifikasi halal

A : Menurut Ibu, apakah layanan SlHalal sudah tepat sasarannya yaitu untuk
mendekatkan pelayanan elektronik kepada masyarakat?

B : Menurut saya sudah tepat dalam mendekatkan pelayanan digitalisasi kepada
masyarakat atau pelaku usaha. Mungkin butuh sosialisasi lebih luas lagi agar

efektif dalam pengajuan dokumen sertifikasi halal

A : Menurut Ibu, apakah ada sosialisasi tentang layanan sertifikasi halal yang
dilakukan oleh instansi terkait?

B : Sosialisasi tentang layanan sertifikasi ini pastinya ada yaitu melalui program
JakPreneur (sertifikat halal) yang di buat untuk memudahkan pendaftaran
sertifikat halal secara online. Tetapi untuk masyarakat umum atau UMKM yang
belum bergabung di JakPreuner sepertinya belum mengetahui tentang layanan

sertifikasi secara online.
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A : Apakah prosedur dan mekanisme program sertifikasi halal secara online
mudah dipahami penggunaannya?
B : Kalau menurut saya dalam prosedur dan mekanisme layanan sertifikasi secara

online ini cukup dimengerti.

A : Menurut Ibu, apakah fasilitas prasarana yang disediakan oleh BPJPH Jakarta
Timur dalam layanan sertifikasi halal sudah memadai?

B : Menurut saya dalam fasilitas prasarananya sudah memadai

A : Menurut Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah berkompeten dan cermat
dalam memverifikasi data produk terkait layanan digitalisasi melalui aplikasi
SIHalal?

B : Menurut saya dalam bertugas menjalankan layanan digitalisasi pegawai sudah

berkompenten.

A : Menurut Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah melayani dengan sikap
ramah dan sopan?

B : Menurut saya sudah ramah dan sopan dan sangat responsif

A : Menurut Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah
efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : Menurut saya sudah sangat efektif dari segi waktu, biaya dan proses. Selain
itu data saya cukup lengkap dan apabila ada kekurangan cepat diberitahukan

sehingga kami bisa segera melengkapi data

A : Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya ketentuan persyaratan dalam
sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Menurut saya untuk persyaratan dalam mendaftarkan sertifikasi halal cukup
mudah dan baik, karena dalam menjalankan pendaftaran dari pihak petugas pun
cukup rensponsif dan cepat, mungkin kedepannya bisa ditambahkan lagi note —
note di kolom pengisian atau pendaftaran sertifikat SIHalal tersebut.
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A : Menurut Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam layanan
sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Menurut pendapat saya dari faktor pendukung pertama dari sosialisasi yang
dilakukan petugas terkait tentang pengajuan proses sertifikasi halal melalui
SIHalal tersebut terhadap masyarakat terutama pelaku usaha, kedua ialah
kemampuan dalam mengakses SlHalal itu sendiri, karena beberapa kali dari
pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat online melalui aplikasi SIHalal itu
sendiri masih banyak kesulitan dalam mengakses log in nya. Kemudian faktor
penghambat dalam melakukan layanan sertifikat halal secara online ialah
kesulitan mengakses aplikasi SIHalal itu sendiri dan minimnya informasi kepada

masyarakat atau pelaku usaha terkait dengan sistem online melalui SIHalal

A : Menurut lbu, apa masukan untuk BPJPH dalam memperbaiki layanan
sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?

B : Menurut saya masukan untuk BPPJH ialah lebih banyak lagi sosialisasi
kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam pengisian data/ dokumen — dokumen

penunjang pendaftaran online yang melalui SIHalal.
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LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA V

Informan Penelitian Pengguna layanan aplikasi Sistem
Informasi Halal (SIHalal) di Kota
Jakarta Timur

Ibu Dewi
Hari/Tanggal Minggu, 8 Januari 2023
A : Peneliti
B : Informan

A : Darimana Ibu mengetahui adanya informasi tentang pendaftaran sertifikasi
halal melalui SIHalal?

B : Saya mengetahui informasi tentang pengajuan pendaftaran sertifikasi halal
melalui info dari temen saya yang sudah melakukan pendaftaran sertifikat halal

secara online.

A : Apa alasan Ibu memilih mendaftar secara online melalui SIiHalal?

B : Alasan saya dalam pengajuan-sertifikasi halal secara online yaitu menurut
informasi dari temen saya lebih mudah dan cukup gampang, karena dalam proses
pendaftaran kita bisa minta tolong diarahkan atau didampingkan dari JakPreneur

Kecamatan Cipayung

A : Menurut Ibu, apakah layanan SlHalal sudah tepat sasarannya yaitu untuk
mendekatkan pelayanan elektronik kepada masyarakat?

B : Menurut saya sangat membantu karena kita tidak perlu mengantri lagi saat
melakukan pendaftaran dan saya tidak perlu bawa berkas atau dokumen ke kantor

dalam pengajuan pendaftaran sertifikat halal.

A : Menurut Ibu, apakah ada sosialisasi tentang layanan sertifikasi halal yang
dilakukan oleh instansi terkait?
B : Menurut saya untuk sosialisasi melalui SIHalal itu sendiri belom ada, akan

tetapi saya dapat sosialisasi dari pendampingan JakPreneur dari temen saya
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A : Apakah prosedur dan mekanisme program sertifikasi halal secara online
mudah dipahami penggunaannya?

B : Menurut saya awal dalam melakukan pendaftaran sangat sulit dimana saya
belom dapat sosialisasi saat pendaftaran setifikat halal secara online melalui
SlIHalal, tetapi setelah beberapa kali dibantu dan di jelaskan oleh pendampingnya

cukup lumayan di mengerti.

A : Menurut lbu, apakah fasilitas prasarana yang disediakan oleh BPJPH Jakarta
Timur dalam layanan sertifikasi halal sudah memadai?

B : Menurut saya tentang prasarana fasilitas yang disediakan saya kurang tahu
karena saya belum pernah mengikuti pelatihan yang di buat oleh BPPJH, jadi
tahunya saya daftar online melalui program JakPreneur di Kecamatan Cipayung

saja.

A : Menurut Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah berkompeten dan cermat
dalam memverifikasi data produk terkait layanan digitalisasi melalui aplikasi
SlIHalal?

B : Menurut saya, sudah berkompeten

A : Menurut Ibu, apakah pegawai yang bertugas sudah melayani dengan sikap
ramah dan sopan?

B : Menurut saya sudah melayani dengan sikap sopan dan ramah

A : Menurut Ibu, apakah layanan digitalisasi SIHalal dalam memverifikasi sudah
efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?

B : Menurut saya belum, karena waktu prosesnya ada yang lama ada yang cepat,
kalau biaya saya alhamdullilah gratis karena kebetulan saya ikut yang fasilitas

sertifikat halal gratis atau program self declare

A : Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya ketentuan persyaratan dalam
sertifikasi halal secara online melalui SIHalal?
B : Menurut saya untuk persyaratan jangan terlalu banyak dan harus jelas dalam

pengajuan persyaratan itu sendiri.
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A : Menurut Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam layanan
sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal?

B : Faktor pendukungnya yaitu daftarnya bisa online jadi gak perlu repot bawa
berkas atau dokumen-dokumen ke kantornya, dan tidak meninggalkan usaha saya,
kalau penghambat kurangnya sosialisasi cara pendaftaran secara online dan
penjelasan persyaratan untuk pendaftaran itu sendiri, seharusnya sering diadakan

sosialisasi terkait dalam pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal

A : Menurut lbu, apa masukan untuk BPJPH dalam memperbaiki layanan
sertifikasi halal secara online melalui SiHalal?

B : Menurut saya lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya, khusunya tentang cara
penjelasan dokumen persyaratan pendaftaran online, lebih di tingkatkan dan
samakan pemahanan dan penjelasan ke masing-masing petugas yang

memverifikasi, dan di kasih tahu berapa lama waktu proses pendaftarannya
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